
130 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Buku 

Ashiddiqiqie, Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta : 

Sekretariat Jenderal Kepanitraan, Mahkamah Konstitusi RI. 

--------------------------, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang Undang, Jakarta : 

Konstitusi Press. 

Fachruddin, Irfan 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan 

Pemerintah, Bandung: PT. Alumni. 

Fernandes, Arya, 2017, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, 

Perihal Penyelenggaraan Kampanye, Jakarta : Bawaslu. 

Handoyo, B. Hestu Cipto 2009, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem 

Demokrasi, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.  

Khoiriyah, Fatikhatul dan Syarifudin, Ahmad. 2018, Ketentuan Pidana Pemilihan 

Umum Pola Penanganan, Norma, dan Unsur Pidana Pemilu, 

Lampung : Permata Publishing. 

Moh. Mahfud MD, 2018, Politik Hukum di Indonesia, Cet. 8, Depok : Rajawali 

Pers, PT. RajaGrafindo Persada. 

Nuruddin dan Muhasim, Ahmad, 2022, Hukum Tata Negara Indonesia, NTB : Alfa 

Press. 

Safa’at, Muchamad Ali dkk, 2010, Hukum Acara Konstitusi, Jakarta : Sekretaris 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Depok : Raja Grafindo Persada. 

Subiyanto, Achmad Edi dan Anna Triningsih, 2021, Praktik Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi, Jakarta : RajaGrafindo Persada 

 

2. Jurnal  

Abdul Hakam Sholahuddin, Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: 

Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar, Jurnal 

Supremasi, Volume 9, Nomor 2, September 2019. 



131 

 

Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai 

Pembaruan Demokrasi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 17, 

Nomor 2, Juni 2020. 

Adeline Dyah Kasetyaning Putri & Yohanes Suwanto, Kewenangan Dan Fungsi 

Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, 

Nomor 4, Year 2022. 

Didi Nazmi, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 

tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak 

Asasi Manusia, Jurnal Unes law review, Volume. 6, No. 1, 

September 2023. 

Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, Penanganan Pelanggaran Kampanye 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD di Wilayah 

Kabupaten/Kota, Jurnal Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014. 

John Dirk Pasalbessy, Aspek Hukum Pidana Di Dalam Pelanggaran Pemilihan 

Umum (Perspektif Kebijakan Hukum Pidana), Jurnal Konstitusi, 

Volume II, No. 1, Juni 2009. 

3. Kamus 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 

4. Peraturan Perundang Undangan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- 

Undang 



132 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023 

 


